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BAB |. KEDUDUKAN DPRD DALAM SISTEM NKRI

1.1. Perubahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
1.2, Kedudukan DPRD Sebagai Wakil Rakyat dan Sebagai
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah mempelajari modul ini, para anggota DPRD
Kabupaten/Kota diharapkan mampu :

a. Memahami sistem pemerintahan di Indonesia sebagai negara
berbentuk kesatuan (unitaris) dengan sistem pemerintahan
presidensial.

b. Memahami kedudukan, tugas dan fungsi DPRD menurut UU
Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor
22 Tahun 2003 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta
peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
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1.1. PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN
DI INDONESIA

+ Tujuan Instruksional khusus :

Setelah mempelajari bagian modul ini anggota DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan mampu :

a. Mengetahui prinsip-prinsip umum dalam penyelenggaraan
negara berdasarkan sistem kesatuan (unitaris).

¢. Memahami adanya perubahan sistem pemerintahan di
Indonesia karena adanya amandemen UUD 1945.

c. Memahami sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

PERUBAHAN PARADIGMA
PADA PEMERINTAHAN NASIONAL

+ Indonesia adalah negara republik berbentuk
kesatuan (unitaris) yang berkedaulatan rakyat.

| - Dilihat secara hierarkhis, sistem pemerintahan di
Indonesia terdiri dari : - Sistem Pemerintahan
Nasional

- Subsistem Pemerintahan Propinsi

- Sub-subsistem Pemerintahan
Kabupaten/Kota

- Sub-sub-subsistem Pemerintahan Desa.




Dengan adanya amandemen UUD 1945 (amandemen | sd IV),
telah terjadi perubahan paradigma dalam pembagian kekuasaan
pemerintahan di tingkat nasional, dari paradigma pembagian
kekuasaan (distribution of power) ke paradigma pemisahan
kekuasaan (separation of power) mengikuti model Trias Politica
dari Montesgieu (meskipun tidak sepenuhnya).

Pada UUD 1945 yang asli, kekuasaan pemerintahan terpusat
pada tangan Presiden, karena Presiden merupakan satu-
satunya mandataris MPR. Terlebih lagi pada penjelasan UUD
1945 dikemukakan bahwa : “ Concentration of power and
responsibility upon The President- .

Sebagai satu-satunya mandataris MPR, presiden kemudian
membuat jaringan penguasa tunggal sampai ke tingkat bawah
melalui Kepala Wilayah. Pada pasal 80 UU Nomor 5 Tahun 1974
dikatakan bahwa : “ Kepala Wilayah sebagai wakil Pemerintah
adalah Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam
wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan,
mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan
masyarakat di segala bidang” .

Melalui posisinya sebagai penguasa tunggal di bidang
pemerintahan, Kepala Wilayah menjadi koordinator
Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA). (Keppres Nomor 10
Tahun 1986).
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MODEL PEMBAGIAN KEKUASAAN
MENURUT UUD 1945 YANG ASLI

LEGISLATIF| EKSEKTUTIF | YUDIKATIF | AUDITIF
(OPR) | (PRESIDEN) |  (MA) | (BPK)

I

—— = INTERVENSI KEKUASAAN

- Pada UUD 1945 yang Asli dikemukakan bahwa
Presiden memegang kekuasaan membuat UU
dengan persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1).

+ Presiden mengangkat duta besar.
« Fungsi-fungsi peradilan berada di bawah Presiden.

» Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi.

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh
Presiden.

« Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden.




MODEL PEMBAGIAN KEKUASAAN

MENURUT UUD 1945 YANG DIAMANDEMEN

LEGISLATIF| EKSEKTUTIF | YUDIKATIF | AUDITIF
(DPR) (PRESIDEN) (MA) (BPK)
Rt
€-—-=-4=-==>
€———fF = ———— — - >

« Kekuasaan menyusun UU berada di tangan DPR,
dengan persetujuan Presiden (pasal 20 UUD 1945

Amandemen).

+ Kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah
Agung dan bebas dari pengaruh pemerintah.( lihat
UU Nomor 4 Tahun 2004, khususnya pasal 2).

« Ketua BPK diangkat dari Presiden berdasarkan

rekomendasi DPR.
+ Dibangun Mahkamah Konstitusi untuk

menyelesaikan persengketaan yang berkaitan

dengan UUD.




1.2. Kedudukan DPRD Sebagai Wakil Rakyat dan Sebagai
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

DPRD mempunyai kedudukan ganda yakni sebagai wakil rakyat
dan sebagai unsur penyelenggara negara.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui
proses pemilihan umum dengan fungsi menampung aspirasi
masyarakat, mengagregasi kepentingan rakyat serta
memperjuangkan kepentingan rakyat dalam proses
berpemerintahan dan bernegara.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD
adalah mitra yang berkedudukan sejajar dengan Kepala
Daerah.

MODEL PEMENCARAN KEKUASAAN
DALAM RANGKA DESENTRALISASI

PEM. PUSAT

LEGISLATIF
(DPH)

EKSEKTUTIF
(PRESIDEN)

YUDIKATIF
(MA)

DAERAH OTONOM

PEMERINTAH DAERAH DPRD
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MODEL PEMENCARAN KEKUASAAN
DALAM RANGKA DESENTRALISASI
MENURUT UU 22/1999

EKSEKTUTIF
(PRESIDEN)

|

PEMERINTAHAN DAERAH

BADAN EKSEKUTIF BADAN LEGISLATIF
DAERAH DAERAH

KOMUNITAS OTONOM LAINNYA

—

MODEL PEMENCARAN KEKUASAAN
DALAM RANGKA DESENTRALISASI
MENURUT UU 32/2004

EKSEKTUTIF
(PRESIDEN)

|

UNSUR PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA DAERAH DAN DPRD

KOMUNITAS OTONOM LAINNYA
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MODEL PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1974

Pem.

Pusat —_—

!

Daerah
Tingkat |

!

Daerah
Tingkat Il

Ada urusan pangkal

Ada urusan tambahan

MODEL PENGAKUAN KEWENANGAN
MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 1999

Kew. Pusat




PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN
{Sumber : Bahan Penataran DPRD yang disiapkan oleh Badan Diklat DDN, 2004)

+» KANWIL/KANDEP
¢ KEPALA WILAYAH
s DLL

¢« SWASTA MURNIL + OTORITA

« BOT

gl + BUMN

« BOL g

« DLL

* DLL

PROPINSI
KABUPATEN/
| KOTA

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

Menurut UU Nomor 32/2004
{Sumber : Bahan Penataran DPRD yang disiapkan oleh Badan Diklat DDN, 2004}

URUSAN PEMERINTAHAN

2

-

' CONCURRENT
ABSOLUT
(Kewenangan bersama
' L_{Mutlak kewenangan Pusat) Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
- Pertahanan C? %5
- Kemananan PILIHAN/OPTIONAL WAUJIB/OBLIGATORY
{Sektor Unggulan) {Pelayanan Dasar}
- Moneter&fiskal nas. (PP 38 Thn 2007) (PP3/2007)
- Yustisi Jvl.
- : SPM
- Politik Luar Nege" (Standar Pelayanan Minimal)
- Agama (PP 65 Tahun 2095)




MODEL PERUBAHAN PEMBAGIAN KEKUASAAN
DI TINGKAT DAERAH

Seiring dengan perubahan paradigma pemerintahan di tingkat
nasional, terjadi pula perubahan paradigma pemerintahan di
tingkat Daerah. Pada UU Nomor 22 Tahun 1999, terdapat Badan
Eksekutif Daerah yang terdiri dari Kepala daerah dan perangkat
daerah lainnya serta Badan Legislatif Daerah (DPRD), yang
terpisah.

Pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak lagi digunakan istilah Badan
Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif Daerah melainkan Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Kepala
Daerah dan DPRD. Adapun alasan Daerah karena di Negara
Kesatuan hanya ada satu Badan legislatif yang ada di tingkat
nasional (DPR). Selain itu, produk peraturan perundang-undangan
yang dihasilkan Daerah berupa Perda dapat dibatalkan oleh
presiden, bukan oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan
bahwa sumber kekuasaan yang dipancarkan ke daerah berasal
dari kekuasaan eksekutif di tingkat nasional.

Apabila pada UU Nomor 22 Tahun 1999, khususnya pasal 43 huruf
g dikatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban
membuat peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD, maka
pada PP Nomor 25 Tahun 2004, pasal 95 ayat (1) dikatakan bahwa
: “ DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah” .
Artinya ada kesejajaran perubahan paradigma pemerintahan di
tingkat nasional dengan tingkat daerah.< Perlu dibuat
PROLEGDA (lihat Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Prolegda).

Terjadi perubahan pada sistem pertanggungjawaban Kepala
Daerah, yang semula ke arah samping, sekarang terpencar
menjadi tiga arah.

Dengan hadirnya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan terjadi
sinkronisasi perencanaan pembangunan pada tingkat nasional,
propinsi serta kabupaten/kota.



MODEL PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH MENURUT UU 32/2004

PEMERINTAH PUSAT

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
(Pasal 27 ayat 2 & 3

UuU 32/2004) T

. +——— Pengawasan

DPRD
Informasi laporan penyeleng- - Laporan
garaan pemerintahan < Keterangan
daerah Pertanggungjawaban
{LKPJ)

(Pasal 27 ayat2 & 3
Uu 32/2004)

MASYARAKAT

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BADAN
Selambat2nya PEMERIKSA
6 bulan setelah KEUANGAN
tahun anggaran
berakhir / I Paling lambat 3 bin setelah
tahun anggaran berakhir
KEPALA
DPRD ' DAERAH

{Pasal 184 ayat 1 ]
UU 32/2004) KEPALA SATUAN
PENGELOLA KEUDA

Sumber : Pasal 56 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
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« UU Nomor 5 Tahun 1974 memberikan peranan lebih dominan
pada pemerintah daerah (EXECUTIVE HEAVY).

+  UU Nomor 22 Tahun 1999 memberikan peranan lebih dominan
pada DPRD ( LEGISLATIVE HEAVY).

« UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan peranan yang
berimbang antar susunan pemerintahan {pusat, provinsi,
kabupaten/kota) sebagai keseimbangan secara vertikal,
maupun keseimbangan antara kepala daerah dan DPRD
sebagai keseimbanghalm secara horisontal. ( EQUILIBRIUM
DECENTRALIZATION).

PUSAT

KDH( PHO\*IHST \ DPRD

KDH DPRD

PRESIDEN
i

Pangelola
Dekonsentras|
—_—

* = Garls Komando
== Garls Koordinnsi
I 4§ = = Garis Koordinasi Yertikal
# @« = Garls Suparvisi SPM
= Garis Pembinaan teknis fungslonal dan administralif
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BAB Il. PERAN DAN FUNGSI DPRD

Peran adalah sesuatu yang harus dijalankan.

Peran DPRD adalah mewakili kepentingan rakyat dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan
daerah sebagaai bagian dari tujuan negara.

Fungsi adalah himpunan aktivitas sejenis.

Perubahan paradigma dan manajemen pemerintahan daetah perlu
diimbangi dengan perubahan paradigma bidang legislatif daerah,
karena antara keduanya (eksekutif daerah dan DPRD) adalah mitra
yang berkedudukan sejajar.

Di dalam pasal 1 huruf ¢ UU 22/1999 disebutkan bahwa : DPRD adalah
Badan Legislatit Daerah” . Sedangkan menurut pasal 76 UU No 22
Tahun 2003 tentang Susduk MPR,DPR, DPD dan DPRD dikemukakan
bahwa : “ DPRD Kabupaten/ Kota merupakan lembaga perwakilan
rakyat daerah vang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan
daerah Kabupaten/Kota.

Pada pasal 1 butir 4 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.




# Pada pasal 77 UU Nomor 22 Tahun 2003 jo pasal 41 UU Nomor
32 Tahun 2004 dikemukakan tiga fungsi DPRD Kabupaten/Kota
yaitu :

a. Fungsi Legislasi;
b. Fungsi Anggaran;
¢. Fungsi Pengawasan.

# Pada pasal 78 UU Nomor 22 Tahun 2003 dikemukakan sebanyak
(6+) tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/ Kota yaitu :

a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan
bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama.

b. menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama
dengan bupati/walikota.

c. melaksanakan pengawasan terhadap :
- pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perUU lainnya;
- keputusan Bupati/Walikota,
- APBD,
- kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan
program pembangunan daerah, dan
- kerjasama internasional di daerah;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/
Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap perjanjian
internasional yang menyangkut kepentingan daerah;

. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dikemukakan di atas, DPRD
Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam
undang-undang lainnya.




Apakah DPRD perlu menyusun visi strategik ?

Sesuai karakteristik good governance, DPRD sebagai
lembaga publik sebaiknya menyusun visi strategiknya sendiri,
berdampingan dengan visi strategik pemerintah daerah. Melalui
visi strategik tsb akan dapat diketahui program dan aktivitas
DPRD jangka pendek maupun jangka menengah, sebagai alat
ukur utk mempertanggunjawaban dan mempertanggung-
gugatkan kepercayaan yq diberikan oleh rakyat sbg pemilik
kedaulatan. Penyusunan Visi DPRD bersifat tentatif, karena
tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-

undangan.

ALUR PENYUSUNAN
VISI DAERAH

ViSI

DAERAH l
VS| ‘ Vis|

PEMERINTAHAN

DAERAH OFRD

Vs _
KEPALA DAERAH visi
PEMERINTAH DAERAH

+

Visi
PERANGKAT DAERAH

18




Keterangan :

1.

Visi Daerah bersitat jangka panjang {/ong — term vision) tertuang
dalam APJPD {Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) :
» jangka waktu 20 tahun

. Visi Daerah disusun oleh para pemangku kepentingan

> Masyarakat (terutama komunitas otonom yang relevan), DPRD
dan Pemerintah Daerah

Visi Kepala Daerah dan Visl DPRD bersifat jangka menengah (Mid -
term vision) » 5 tahun, sesual masa jabatan Kepala Daerah dan masa

bakti anggota DPRD.

. Visi Kepala Daerah disusun oleh Bakal Calon KDH kemudian

dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD » Pasal 66 ayat (3 huruf f)
UU Nomor 32 Tahun 2004.

. Penyusunan Visi DPRD bersifat tentatif, karena tidak diatur secara

eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan.

3. a. Visi Pemerintah Daerah bersitat jangka menengah (Mid — term vision)

tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembanguna Jangka Menengah
Daerah). » kurun waktu 5 tahun

. Visi Pemerintah Daerah dlsusun dengan memadukan antara visi

Kepala Daerah dengan visi masing-masing Perangkat Daerah, dengan
merujuk pada visi Daerah. Visi SKPD tertuang dalam Renstra SKPD.

Tingkatan Sifat Visi

Abstrak
Yisi Daernh
Yisi Pemerintahan
Daerah
Visi Perangkat
Daerah

Kongkret &
Terukur




Ciri Visi yang Baik :

MENYUSUN RENCANA STRATEGIK

KEKUATAN KELEMAHAN
Menggunakan Meminimalkan
PELUANG Kekuatan utk Kelemahan utk dapat
menangkap menang-
peluang kap peluang
Mengguna kan | Meminimalkan
TANTANGAN/ | kekuatan utk | kelemahan utk dpt
HAMBATAN Mengatasi mengatasi
tantangan tantangan
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A. Kekuatan DPRD

1

2.

. Secara politis lebih dominan dibanding eksekutif, karena didukung

partai politik yang memiliki konstituen.

Dari segi anggaran, DPRD mempunyai kedudukan lebih kuat
dibanding eksekutif (lihat pasal 187 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun
2004).

. Memiliki kebebasan untuk menyusun anggarannya sendiri dalam

batas-batas yang diatur oleh perundang-undangan.

. Dapat mengangkat tenaga ahli sesuai kebutuhan.
. Memperoleh dukungan suara dari rakyat, sehingga memiliki

legitimasi yang kuat.

. Memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah (lihat pasal 95

ayat 1 PP Nomor 25 Tahun 2004).

B. Kelemahan DPRD

1.

2,

Kualitas SDM nya rata-rata terbatas, dibanding
eksekutif Daerah.

Jumlah partai terlampau banyak, sehingga sulit
mencapai kata sepakat. Proses pengambilan keputusan
memakan waktu yang lama sehingga tidak efisien.

. Kemampuan teknisnya dibidang pemerintahan masih terbatas

dibanding eksekutif, pada sisi lain kemampuan politisnya
pada umumnya masih dalam proses pembelajaran.

. Sistem kepartaian bersifat oligarkhis, sehingga seringkali

kurang sejalan dengan sistem pemerintahan yang sudah
desentralistik.

. Sistem pemilihan umum yang bersifat proposional plus,

membuat anggota DPRD lebih berorientasi pada partai, belum
kepada rakyat, karena hak recall anggota DPRD berada di
tangan partai politik.

21




C. Peluang Bagi DPRD

1. Adanya iklim demokratis yang sedang dikembangkan
secara nasional.

2. Berbagai peraturan perundang-undangan { UU 22 Tahun
2003, UU Nomor 32 Tahun 2004 disb) memberi peluang
yg sangat besar bagi DPRD utk memainkan peranan yg
dominan dim penyelenggaraan pemerintahan daerah,
khususnya dalam menjalankan fungsi legislasinya.

D. Tantangan Bagi DPRD

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada DPRD
karena terjadinya banyak penyimpangan oleh anggota
DPRD.

2. Adanya keinginan utk mengurangi peran partai politik
dan DPRD karena kekeliruan yg dilakukan oleh DPRD
pada masa sebelumnya.

Strategi yq dapat dipilih

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia DPRD melalui
berbagai aktivitas (diskusi ilmiah bulanan mengenai
topik-topik aktual, studi banding, kunjungan kerja disb).

2. Pengembalian kepercayaan masyarakat kepada anggota
dan lembaga DPRD melalui pendekatan transparansi dalam
segala bidang.

3. Peningkatan kualitas kinerja DPRD, antara lain dengan
menyusun Prolegda (Program Legislasi Daerah) untuk
jangka waktu 5 tahun, dan tahunan.

4. Peningkatan komunikasi politik timbal balik antara anggota
dan lembaga DPRD dengan konstituennya, antara lain
melalui pembuatan jurnal DPRD setiap bulan.

5. Disb disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat
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CONTOH VISI DAN MISI DPRD

+ VISIDPRD :
“MENJADI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
MASA BAKTI 2004-2009 YANG TERPERCAYA, KREATIF DAN
PRO RAKYAT”

+ Misi:

1. Menyelenggarakan fungsi legislasi secara proaktif untuk
kepentingan masyarakat;

2. Menyelenggarakan fungsi anggaran dengan berorientasi
pada pengalokasian anggaran Daerah untuk pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat.

3. Menyelenggarakan fungsi pengawasan secara
bertanggung jawab dan bertanggung gugat.

4. Menyelenggarkan fungsi representasi untuk kepentingan
masyarakat. Dish.

BAB lll. KELEMBAGAAN DPRD

- Untuk dapat menjalankan fungsi serta melaksanakan tugas,
wewenang, hak dan kewajibannya, DPRD perlu didukung
kelembagaan yang memadai.

« Kelembagaan DPRD terdiri dari :
a) Alat-alat kelengkapan DPRD;
b) Sekretariat DPRD.
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ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD

« Menurut pasal 46 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, alat
kelengkapan DPRD terdiri dari :

a. pimpinan;

b. komisi;

c. panitia musyawarah;

d. panitia anggaran;

e. Badan Kehormatan; dan

1. alat kelengkapan lain yang diperiukan.

(Catatan : uraian alat kelengkapan DPRD dari butir a s/d butir e

menggunakan bahan yang sudah ada di Buku
“Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD”, terbitan KPK.

+ Alat Kelengkapan DPRD lainnya meliputi :
a. Badan/Panitia Legislasi (Banleg/Panieqg)
b. Badan/ Panitia Urusan Rumah Tangga (BURT/PURT) DPRD.

» Panleg adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap
dengan tugas pokok :

a. Menginventarisasi seluruh Perda yang sudah ada untuk
dibuat kiasifikasinya ke dalam tiga kelompok :

1) Perda yang sudah tidak berfungsi sebagai instrumen
aturan hukum. Untuk Perda semacam ini diusulkan
untuk dicabut dan diganti dengan Perda yang baru.

2) Perda yang sebagian materinya sudah tidak sesuai
dengan kondisi sosiologis masyarakat atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Perda kategori ini perlu diubah atau
diganti. Diubah apabila filosofi dan paradigma dalam
Perda tsb tidak berubah.

3) Perda yang masih berlaku secara efekdif.
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b. Perda yang harus dibuat, karena :

1) Adanya perintah dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi tingkatannya, baik undang-undang
ataupun peraturan pemerintah;

2) Adanya inisiatif dari Anggota DPRD maupun dari Pihak
Pemda.

3) Adanya inisiatif rancangan perda dari masyarakat yang
kemudian disalurkan melalui DPRD ataupun melalui Pemda.

Setelah seluruhnya terinventarisasi, Panleg menyusun
rancangan Prolegda selama masa bakti DPRD, yang kemudian
dibagi untuk masing-masing tahun anggaran.

» Rancangan Prolegda tersebut kemudian dibahas bersama
dengan pihak Pemda untuk disepakati Perda mana yang akan
dibuat oleh DPRD dan Perda mana yang akan disiapkan oleh
Pemda.

« Setelah ada kesepakatan dengan Pihak Pemda, Panleg
menyampaikan rancangan Prolegda kepada Rapat Paripurna
DPRD untuk memperoleh persetujuan.

Berdasarkan Prolegda, Sidang Paripurna menetapkan Panitia
Khusus {(Pansus) untuk menyiapkan Perda-perda yang akan
menjadi inisiatif DPRD, maupun untuk membahas Ranperda
yang disiapkan oleh Pemda.
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Meskipun sdh disusun Prolegda, dalam perjalanan
waktu dapat sa:ja disisipkan rencana penyusunan
Perda lainnya di luar yang telah tertuang dalam
Prolegda, apabila :

a. Ada kebutuhan yang sangat mendesak;

b. Adanya perintah dari peraturan per-UU-an yang
lebih tinggi untuk segera membuat Perda.

Tambahan pembuatan Perda diluar skema Prolegda

disepakati bersama antara DPRD dengan Pemda.

Program legislasi yang sudah disiapkan oleh
Panleg didistribusikan kepada berbagai Panitia
Khusus (Pansus) yang dibentuk sesuai kebutuhan.
Pansus ini merupakan alat kelengkapan dewan
yang bersifat tidak tetap, dalam arti apabila perda
yang ditangani sudah selesai, maka Pansus
tersebut kemudian dibubarkan.

Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD, merupakan alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Tugas pokok PURT adalah merencanakan seluruh kebutuhan
anggota dan lembaga DPRD untuk menjatankan fungsi, tugas
dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Rencana kebutuhan tersebut kemudian diserahkan kepada
Sekretaris Dewan untuk dibuatkan anggarannya dan
dimasukkan ke dalam APBD setiap tahunnya.

Keberadaan PURT sebenarnya bersifat tentatif, apabila fungsi
tersebut sudah dapat dijalankan dengan baik oleh Setwan,
maka PURT tidak perlu dibentuk.




SEKRETARIAT DPRD

Meskipun tidak termasuk alat kelengkapan DPRD, tetapi
keberadaan Sekretariat DPRD sangat menentukan keberhasilan
kinerja anggota dan lembaga DPRD.

Idealnya Setwan dapat bertindak sebagai unsur staf paripurna,
yang mampu bertindak proaktif terhadap kebutuhan anggota
dan lembaga DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan
wewenangnya.

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/ KOTA

Sekretariat DPRD merupakan UNSUR PELAYANAN terhadap
DPRD.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;

- administrasi keuangan,

- mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan

- menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah. (pasal 11 ayat 2 PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Pemerintah Daerah).
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Fungsi Sekretariat DPRD vyaitu sbb :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

¢. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD. {(pasal 4 ayat 3 PP Nomor 41 Tahun 2007 ).

Sekretaraiat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bhawah
dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggung jawab kepada bupati/ walikota
melalui Sekretaris Daerah. (pasal 11 ayat 5 PP Nomor 41 Tahun
2007).

Sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007, Sekretariat DPRD terdiri dari
Seorang Sekretaris dan yang membawahi paling banyak 4
(empat) bagian.

Biasanya semua bagian hanya berfungsi mendukung DPRD
dalam hal administrasi saja, baik administrasi surat-menyurat,
anggaran, perjalanan dinas disb. Tetapi tidak ada bagian yang
secara langsung mendukung fungsi DPRD.

Seiring dengan kehadiran PP Nomor 41 Tahun 2007, serta
untuk memenuhi paradigma desentralisasi berkeseimbangan,
maka diperlukan dua bagian dari Setwan yang mempunyai
fungsi mendukung langsung fungsi DPRD yakni :

a. Bagian Fasilitasi Fungsi Legislasi;
b. Bagian Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran.

Dua bagian lainnya tetap menjalankan fungsi dukungan
administrasi bagi DPRD.
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Bagian Fasilitasi Fungsi Legislasi mempunyai fungsi

a. membantu Panleg menginventarisasi berbagai Perda yang |
sudah ada;

b. membantu anggota DPRD untuk mencari berbagai peraturan
perundang-undangan yang diperlukan untuk menunjang
fungsi anggota dan lembaga DPRD.

¢. membantu Pansus dalam penyusunan perda terutama dalam
penggunaan bahasa hukum.

Bagian Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran
mempunyai fungsi antara lain :

a. membantu DPRD dalam menyusun agenda pengawasan;

b. mendampingi dan membantu DPRD dalam melaksanakan
fungsi pengawasan;

¢. membantu DPRD dalam menyusun laporan pengawasan.

d. membantu DPRD dalam pembahasan APBD.
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BAB IV. KINERJA DPRD
DALAM KONTEKS GOOD GOVERNANCE

Beberapa pendapat ahli tentang kegagalan Pemerintah :

Peter F. Drucker (1968) dalam ‘The Age of Discontinuity’ -2
Kemungkinan bangkrutnya birokrasi.

Barzelay (1982) dalam ‘Breaking Through Bureaucracy’ 2>
Masyarakat bosan dan muak pada birokrasi yang rakus dan
bekerja lamban.

Osborne & Gaebler (1992) dalam ‘Reinventing Government,
=> Kegagalan utama pemerintah saat ini adalah karena
kelemahan manajemennya, bukan pada apa yang dikerjakan
pemerintah, melainkan bagaimana caranya pemerintah
mengerjakannya.

Osborne & Plastrik (1996) dalam ‘Banishing Bureucracy’=>
agar birokrasi lebih efektif, perlu dipangkas agar ramping,
‘the least government is the best government

E. S. Savas (1987) => Perlunya privatisasi, ramping struktur
kaya fungsi, pemilahan dan pemilihan fungsi publik.

Mc Leod (1998) mengemukakan pendapatnya bahwa krisis
multidimensional di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh adanya
salah urus (mismanagement) pada semua sektor, baik swasta dan
terutama pemerintah.

Dlperlukan pembaruan manajemen pemerintahan pada semua tahapan,
mulai dari tahapan perencanaan, tahapan Implementasi sampai
tahapan evaluasl.

Paradigma good governance pada dasarnya adalah upaya membangun
filosofi, strategl serta teknik mengelola urusan-urusan publik secara
lebih transparan dengan melibatkan para pihak-pihak yang terlibat
(stakeholder and shareholder).

Diantara komponen bangsa, setelah terjadinya reformasi, ternyata
birokrasi merupakan sektor yang paling lamban berubahnya.
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DPRD sebagai wakil rakyat dan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah perlu :

a) mengetahui;

b) melaksanakan

¢) mendorong pemerintah daerah
untuk melaksanakan good governance.

Pelaksanaan good governace oleh DPRD diwujudkan melalui
implementasi fungsi-fungsi DPRD berdasarkan ciri-ciri dan

karakteristik good governance secara konsisten dan
berkelanjutan.

Konsep Good Government

Berdasarkan praktek pemerintahan di berbagai negara ditengarai
adanya “bad government”, yang ditandai dengan banyaknya
korupsi, kolusi, nepotisme, yang membuat negara mengarah ke
kebangkrutan. Oleh karena itu, diperlukan konsep baru mengenai
cara berpemerintahan yang baik (good government), yang
dinamakan GOOD GOVERNANCE.

Good governance

Bad | || /[ Good
| Government | » | Government




Perbandingan Ciri-ciri Bad Government
dengan Good Government

Ciri-ciri Bad Government Ciri-ciri Good Government
1. Lamban dan bersifat reakdif 1. Proaktif
2. Arogan 2. Ramah dan Persuasif
3. Korup 3. Transparan
4, Birokratisme 4. Mengutamakan proses dan
5. Boros produk
6. Bekerja secara naluriah 5. Proporsional dan profesional
7. Enggan berubah 6. Bekerja secara sistemik
8. Kurang berorientasi pada 7. Pembelajaran sepanjang
kepentingan publik hayat
8. Menempatkan stakeholder &
shareholder ditempat utama

C. Konsep Good Governance

*Menurut World Bank, Governance diartikan sebagai ‘the way
state power is used in managing economic and social
resources for development society! Dengan demikian,
governance adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan
negara digunakan untuk mengelola sumberdaya2 ekonomi
dan sosial guna pembangunan masyarakat.

*UNDP, mengartikan governance sebagai ‘the exercise of
political,economic, and administrative authority to manage a
nations affair at all levels’. Kata governance, diartikan sbg
penggunaan/ pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan
politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah2
nasional pada semua tingkatan.
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Governance memiliki tiga domain :

1. Negara/pemerintahan :
Sebagai pembuat kebijakan, pengendali &
pengawas

2. Swasta/Dunia usaha :
Sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi

3. Masyarakat :
Sebagai subyek dan obyek dari sektor
pemerintah dan swasta.

Posisi Tiga Domain (pemerintah, swasta, masyarakat)
dalam konsep good governance yang bersifat heterarkhis

Sektor
Pem.

Sektor
Swasta

Sektar
Masy.
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Governance didukung oleh TIGA elemen :
1. Politik

Proses pembuatan keputusan utk formulasi kebijakan
publik, yang dilakukan oleh birokrasi & bersama dengan
politisi.

2. Ekanomi

Proses pembuatan keputusan utk memfasilitasi
aktivitas ekonomi di dalam negeri & interaksi diantara
penyelenggara ekonomi.

3. Administrasi
Implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan
oleh institusi politik.

ADMINISTRASI EKONOMI

POLITIK

Gambar : Tiga Elemen dalam Good Governance
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Perbandingan Istilah Government dengan Governance

fungsl yg dilalankan oleh suatu
organ tertinggl dim suatu negara

UNSUR
PERBANDINGAN GOVERNMENT GOVERNANCE
Pengertian Dapat berarli badan/lembaga/ Dapat berartl cara penggunaan

stau pelaksanaan

Sifat Hubungan

Hirarkhis, dim arti yg
memerintah berada di
atas,sedangkan warga negara yg
diperintab ada di bawah

Heterarkhis, dim arli ada
kesetaraan kedudukan dan hanya
berbeda dim tungsi

Komponen Yang
Tetlibat

Sechagal subjek hanya ada satu
yaitu Institut pemerintah

Ada tiga komponen yg terlibat :
1. Sektor publik

2. Sektor swasta

3. Sektor masyarakat

Pemegang Peran Sektor pemerintsh Samua memegang peran sesual
Dominan dgn f inya masing Ing
Efek Yang Diharapkan | Kepatuhan warga neg Partisipas| warga neg

Hasll Akhir Yang

Pancapalan tujuan negara

Pencapalan tujuan negara dan

Diharapkan melalul kepatuhan wargs negars | tujuan masyarakat mil partislpasi
sbg warga negara maupun
o - .w.". k4
Ciri — ciri Tata Pemerintahan yang Baik »

1. Mengikutsertakan semua;

2. Transparan dan bertanggung jawab;

3. Efektif dan adil;

4. Menjamin adanya supremasi hukum;

5. Menjamin bahwa prioritas2 politik, sosial dan
ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat;

6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling
miskin & lemah dim proses pengambilan keputusan
menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.
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Karakteristik Good Governance menurut UNDP :

1. Partisipasi (Participation)
Syarat utama warga negara dalam berpartisipasi :
a. ada rasa kesukarelaan dan tanpa paksaaan;
b. ada keterlibatan secara emosional;
c. memperoleh manfaat, secara langsung dan tidak
langsung dari keterlibatannya.

2. Penegakan Hukum (Rule of Law);
Membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat
lunaknya (software),perangkat keras (hardware) maupun
sumber daya manusianya (humanware)

3. Transparansi (Transparancy);
Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang
menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses
pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai
pada tahapan evaluasi.

4. Daya Tanggap (Responsiveness);
Sektor publik selama ini dianggap tertutup,arogan dan
berorientasi pada kekuasaan.Untuk mengetahui kepuasan
masyarakat sebagai konsumen, perlu dilakukan survey
secara periodik.< Lihat Kep. Menpan No. 25. M.Pan
/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5. Berorientasi pada konsensus (Consensus Orientation);
Aktivitas politik berisi dua hal pokok yaitu konflik dan
konsensus. Dalam pengambilan keputusan lebih
menitikberatkan konsensus. Musyawarah merupakan
proses, sedangkan mufakat merupakan hasil.

6. Keadilan/kesetaraan (Equity)
Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama
untuk memperoleh kesejahteraan, walaupun kemampuan
individu berlainan namun sektor publik harus berperan
agar kesejahteraan dan keadilan seiring sejalan.
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7. Keefektifan dan Efisiensi (Effecliveness &
Efficiency);
Perlunya kompetisi untuk menciptakan keefektifan dan
efisiensi pada sektor publik.

8. Akuntabilitas (Accouniability)
Pertanggungjawaban setiap aktivitas menyeluruh
kepada publik/masyarakat luas, disamping kepada
atasan. Akuntabilitas meliputi :

a. Akuntabilitas organisasional/administratif
b. Akuntabilitas legal

c. Akuntabilitas politik

d. Akuntabilitas profesional

e. Akuntabilitas moral

Menurut Klitgaard (2000}, korupsi terjadi karena :

Corruption = Discretion + Monopoly - Accountability
|

9. Visi Strategis (Strategic Vision)
Perlunya memiliki visi jangka panjang (/ong-term vision), visi
jangka menengah {mid-term vision) dan visi jangka pendek
(short-ferm vision).

Ciri visi yang baik adalah :

a. bersifat spesifik

b. disusun dalam bahasa yang sederhana{+/- 10 kata)
c¢. bersifat terukur

d. mungkin untuk dicapai

e. mempunyai dimensi waktu tertentu.
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C. IMPLEMENTASI PARADIGMA GOOD GOVERNANCE
DALAM OTONOMI DAERAH

Meskipun tidak secara resmi diumumkan penggunaan
paradigma baru berpemerintahan, yakni dengan paradigma
good governance, namun secara implisit paradigma tersebut
nampak dalam berbagai peraturan perundang-undangan baru
yang terbit pada era reformasi. Termasuk berbagai peraturan
yang mengatur tentang otonomi Daerah. Hal ini tidak terlepas
dari tekanan negara dan lembaga donor yang memberikan
hutang maupun hibah ke Indonesia.

Dalam hal partisipasi, telah dicoba dibuka pintu yang lebih
lebar untuk melibatkan masyarakat dalam prases perumusan,
implementasi serta evaluasi kebijakan publik melalui berbagai
peraturan perundang-undangan, meskipun seringkali terjadi
penolakan dari tubuh birokrasi.

Penegakan hukum juga mulai lebih digiatkan antara lain
dengan memperkuat posisi Mahkamah Agung serta meletakkan
jajaran pengadilan di bawahnya, bukan lagi di bawah presiden.
Sudah mulai banyak pejabat publik, baik gubernur, bupati/
walikota maupun anggota DPRD yang diperiksa maupun telah
dijatuhi hukuman karena didakwa korupsi. Di dalam UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga dimuat
ketentuan kemungkinan pemberhentian Kepala Daerah dan
atau Wakil Kepala Daerah yang lebih tegas dan keras.

Telah dikembangkan transparansi di bidang keuangan daerah,
antara lain melalui keharusan diaudit oleh BPK dan
menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada publik. Best practice mengenai hal ini misalnya dapat
dilihat di Kabupaten Sleman, yang pada tahun 2004 telah
membuat neraca yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen
dan memuatnya di Surat Kabar Harian Kompas.
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Telah mulai dikembangkan mekanisme untuk mengetahui
pandangan masyarakat terhadap kinerja pemberian pelayanan
publik oleh pemerintah daerah. Contoh mengenai hal ini
misalnya di Kota Palangkaraya.

Pengembangan konsensus sebenarnya bukan hal yang baru,
karena sudah merupakan budaya nasional Indonesia
sebagaimana tercermin pada sila keempat dari Pancasila. Tetapi
budaya konsensus tersebut justru mulai ditinggalkan dan
digantikan dengan model pemungutan suara untuk setiap
pengambilan keputusan yang mengakibatkan munculnya kubu
pro dan kontra.

Pengembangan kesetaraan dalam bidang politik sudah mulai
dijalankan, tetapi kesetaraan dibidang ekonomi masih
tersendat- sendat karena birokrasi nampaknya masih lebih
banyak berpihak pada kelompok ekonomi kuat dibandingkan
pada kelompok ekonomi lemah. Hal tersebut nampak dari
pembuatan kebijakan publik maupun dalam alokasi anggaran
publik.

UU Nomor 32 Tahun 2004 telah menempatkan efektivitas dan
efisiensi sebagai nilai yang diutamakan, tetapi dalam
prakteknya masih sulit untuk dilaksanakan. Birokrasi tidak siap
untuk menjalankan prinsip ini, sehingga diperlukan
kepemimpinan visioner untuk melakukan perubahan seperti
yang terjadi di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tanah
Datar, Kabupaten Sragen, Kota Palangkaraya dlsb.

Prinsip akuntabilitas secara bertahap sudah mulai diterapkan
dalam implementasi otonomi daerah di berbagai tempat di
Indonesia, meskipun tingkat kemajuannya relatif terbatas.
Killgaard mengingatkan bahwa Corruption = Discretion +
Monopoly — Accountability. Tanpa akuntabilitas, terutama dalam
penggunaan dana publik, niscaya akan timbul korupsi.
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« Keharusan membuat visi stratejik bagi setiap instansi
pemerintah sudah diatur di dalam PP Nomor 8 Tahun 2006
tentang AKIP. Begitu pula dengan kewajiban calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah memaparkan visi, misi dan
programnya dihadapan sidang paripurna DPRD telah diatur di
dalam pasal 66 ayat (3) huruf (f) UU Nomor 32 Tahun 2004.
Meskipun demikian masih banyak visi Daerah, visi Pemerintah
Daerah serta visi Perangkat Daerah yang disusun secara tidak
benar serta tidak dilaksanakan secara konsisten dan
bersinambungan.

+ Keluarnya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, setidak-tidaknya
memberi acuan mengenai perlunya menyusun pembangunan
nasional secara hierarkhis dan berkelanjutan untuk mencapai
tujuan nasional serta tujuan daerah secara bersama-sama.

- Dari tiga dimensi perubahan yakni struktural,
fungsional dan kultural, maka perubahan kultural
yang paling sulit dilaksanakan. Diperiukan
kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner
(visionary leader).

Dimensi Perubahan UU 5/1974 22/1999 32/2004

- -

Struktural
» Fungsional ’ . g
*  Kultural .
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Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan
momentum masyarakat utk dapat memilih figur pemimpin yang
mempunyai visi ke depan.

Perubahan manajemen pemerintahan hrs dilakukan utk semua
aspek mulai dari manajemen perencanaan, keuangan, logistik,
pelayanan masyarakat sampai manajemen konflik dan
kolaborasi.

Perubahannya harus didasarkan pada sebuah cetak biru yang
disusun oleh para akademisi, dikonsultasikan dengan para
pemangku kepentingan dan kemudian diputuskan secara politik
oleh politisi. Bukan lagi jamannya membuat kebijakan publik
sembunyi - sembunyi dibelakang meja, yang akhirnya akan
terbuka dan kemudian akan diuji materi oleh publik. Hal
semacam itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pengembangan manajemen pemerintahan harus diimbangi
dengan perubahan filosofi dan pengaturan penataan
organisasi. Selama ini organisasi pemerintah lebih banyak
dilihat sebagai wadah, belum dilihat sebagai sistem
kerjassama yang dinamis. Penataan organisasi hanya
menyangkut kotak- kotak jabatan dan eselonering, tetapi
tidak sampai menyentuh roh perubahan.

Sejalan dengan perkembangan manajemennya, penataan
organisasi pemerintah sudah seharusnya memasuki
generasi yang keempat yakni organisasi fungsional. Bennis
& Townsend menyarankan pergeseran : “ FROM MACHO to
MAESTRO” .
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Di tingkat nasional, sdh ada beberapa organisasi pemerintah
Kang disusun sebagai organisasi fungsional misainya BPKP,

IPl, Arsip Nasional, Perguruan Tinggi Negeri. Di tingkat
Daerah, baru dilakukan uji coba pada Satpol PP (lihat PP
Ngmor 32 Tahun 2004 tentang Pedomanh Organisasi Satpol
PP).

Pengembangan organisasi fungsional akan berkaitan dengan
pengembanlaan sumberdaya manusianya yang diarahkan
menjadi SDM profesional dalam bidangnga. Karier PNS yang
sifatnya zig zag, hanya memperpanjang daftar pengalaman
kerja tetapi tdk membangun PNS yang profesional dalam
bidangnya.

Menurut Bekke, Perry and Toonen dalam bukunya : “ Civil

Service Systems in Comparative Perspective (Indiana University |
Press) (1996 : 71 — 88), ada lima tahap pengembangan peran

PNS yaitu sbb :

a. Tahap Pertama : PNS sebagai Pelayan Perseorangan; ‘
b. Tahap Kedua : PNS sebagai Pelayan Negara/Pemerintah;

c. Tahap Ketiga : PNS sebagai Pelayan Masyarakat;

d. Tahap Keempat : PNS sebagai Pelayanan Yang Dilindungi;

e. Tahap Kelima : PNS sebagai Pelayanan Profesional,

Untuk masuk ke tahap kelima perlu dibangun organisasi
fungsional yang didukung oleh orang-orang yang memiliki
kompetensi dan profesional dalam bidang tugasnya masing-
masing. Arah pengembangan kariernya bukan melebar menjadi
generalis, melainkan menukik ke dalam menjadi spesialis dalam

bidangnya.
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Gambar 1. Model Pengembangan Karier PNS
Pada Organlisasi Fungslonal
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Gambar 2. Model Pengembangan Karier PNS
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TINJAUAN UMUM PERAN DAN FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAF



TINJAUAN UMUM
PERAN DAN FUNGSI DPRD

Peran Ganda DPRD

Di lihat dari persepektif sejarah hukum, DPRD mempunyai posisi yang cukup
unik.Disatu sisi DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan di sisi lain sebagai badan
perwakilan. Peran yang sudah sejak awal pemerintahan Republik ini dilekatkan
pada DPRD, pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 agak bergeser.Undang-
undang tersebut lebih menekankan pada peran DPRD sebagai badan legislatif
yang terpisah dari eksekutif. Namun demikian, Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 kembali mengembalikan posisi DPRD pada tradisi yang telah lama dianut.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta relahirkan kebijakan-
kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator.Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-
urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah
pusat yang diserahkan pelaksanannya ke daerah (tugas pembantuan);

2. Policy Making. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan
praogram-program pembangunan di daerahnya;

3. Budgeting. Perencanaan angaran daerah (APBD)

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku
kekuasaan penyeimbang (balanced power} yang mengimbangi dan melakukan
kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.
Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

1. Representation. Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan
melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD
senantiasa berbicara“atas nama rakyat”;

2. Advokasi.Anggregasiaspirasiyangkomprehensifdanmemperjuangkannya
melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik
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yang sangat kuat.Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung
banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama
lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari
berbagai kepentingan tersebut.

3. Administrative oversight. Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha
mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini
adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap
kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoatkan oleh
masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “ltu bukan wewenang kami’ seperti
yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat
memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi,
bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Fungsi DPRD

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
{UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD
tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

. Fungsi legislasi

«  Fungsi anggaran; dan

*  Fungsi pengawasan

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan

output, sebagai berikut:

1. PERDA-PERDA yang aspiratif dan responsif. Dalam arti PERDA-PERDA yang
dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal
itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Peraturan
Daerah bersifat ekslusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan
PERDA yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat
sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal.

2. Anggaran belanja daerah (APBD} yang efektif dan efisien, serta terdapat
kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah
dengan keluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat.

3. Terdapatnyasuasanapemerintahandaerahyangtransparandanakuntabilitas,
baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran.




Untuk melaksanaan ketiga fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi
dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang,
alat-alat kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DFRD
yang mandiri.

Tugas dan wewenang

Wewenang adalah kekuasaan yang diberikan oleh peraturan hukum, yang
diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu. Tugas tanpa wewenang akan
mandul, dan wewenang tanpa tugas adalah kesewenang-wenangan.

Untuk itu wewenang senantiasa memiliki batas, yaitu:

+  Secara limitatif/fenumeratif ditetapkan dalam Peraturan perundang-
undangan (termasuk asas-asas umum pemerintahan yang layak algemene
beginselen van behoorlijk bestuur).

Batas waktu tertentu (masa jabatan)
«  Moral {political ethic/political morality/conventions)

Terdapat 2 (dua) dimensi koridor dalam pelaksanaan wewenang, yaitu yang
pertama, isi wewenang {material), dan kedua, prosedur pelaksanaan wewenang
(formal). Koridor isi wewenang adalah antara Undang-undang di satu sisi dan hak
asasidilain sisi.Kedua hal tersebut tidak boleh terlanggar dalam suasana apapun.
Jika korodor isi wewenang tersebut terlanggar dalam rangka menjalankan tugas
yang diemban, maka secara hukum termasuk kedalam kategori “melampaui
wewenang" (abuse de droid), tetapi jika pelanggaran batas wewenang tersebut
sekaligus menyalahi tugas yang ditetapkan, disebut dengan “penyalahgunaan
wewenang” atau "sewenang-wenang” (willekeurig)

Konsekuensi wewenang

Pada pejabat yang berwenang senantiasa melekat tanggung jawab karena
tidak ada wewenang yang tidak disertai tanggung jawab. DPRD sebagai sebuah
jabatan yang diisi oleh sekumpulan pejabat (jabatan kolektif) tentunya tidak
tertepas dari tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Terdapat beberapa bentuk tanggung jawab jabatan DPRD, yaitu:

1. Tanggung jawab secara politik diberikan setiap anggota DPRD kepada
konstituennya serta Partai Politik yang mengusungnya;
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2, Tanggung jawab moral kepada masyarakat; dan
3. Tanggung jawab hukum, baik Pidana dan Perdata maupun administrasi.
4, Hak DPRD

DPRD sebagai sebuah institusi memiliki beberapa hak yang sangat strategis
untuk menunjang pelaksanaan peran dan fungsinya. Hak-hak tersebut adalah:

1.

HaklInterpaelasi,yaitumemintaketerangankepadaKepalaDaerahmengenai
kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis. Persoalan
yang penting saja tidak cukup dijadikan dasar untuk menggunakan hak
interpelasi, melainkan harus juga bersifat strategis. Sayangnya, Undang-
undang tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai kriteria
“penting dan strategis” Dalam kondisi ini maka yang menetapkan kriteria
penting dan strategis adalah DPRD sendiri. Undang-undang memang
menyerahkan pelaksanaan hak interpelasi itu diatur dalam Peraturan Tata
Tertib DPRD. Di sanalah seharusnya dapat ditemukan kriteria “penting dan
strategis” tersebut.

Hak Angket, Penyelidikan terhadap kebijakan tertentu Kepala Daerah
yang penting dan strategis yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, kesusilaan dan kepatutan. Hak ini dapat dijalankan
setelah pelaksanaan hak interpelasi terlebih dahulu atau secara bersamaan
(simultan). Pada umumnya Peraturan Tata tertib DPRD menempatkan
penggunaan hak angket setelah terlebih dahulu melaksanakan hak
interpelasi. Jika dalam pelaksanaan hak interpelasi, keterangan Kepala
Daerah dianggap tidak benar atau meragukan, DPRD dapat melakukan
penyedikan untuk menemukan fakta yang sebenarnya, terkait dengan
proses pembentukannya serta dampak kebijakan yang melawan hukum.
Termasuk adanya unsur kolusi, korupsi dan nepotisme. Tehnis pelaksanaan
hak Angket itu biasanya dengan membentuk “Panitia Angket’yang bekerja
dalam waktu lebih kurang 60 hari.

Hak menyatakan pendapat, yaitu berupa pernyataan sikap atas kebijakan
tertentu Kepala Daerah atau kejadian luar biasa disertai rekomendasi
penyelesaiannya.Hak ini merupakan administrative oversight. Dalam arti
dapat mengubah kebijakan Kepala daerah kearah yang diinginkan DPRD.
Pendapat yang dimaksud merupakan “sikap politik resmi” dari lembaga
DPRD, yang dapat memuat kritik, koreksi dan rekomendasi yang harus
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diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh Kepala Daerah. Misalnya,
dalam kasus TPA Leuwigajah.

Hak Anggota

Kinerja peran dan fungsi DPRD pada realitasnya ditentukan oleh kapasitas dan
integritas anggotanya, Untuk itu undang-undang memberikan jaminan hak-
hak tertentu kepada anggota DPRD agar mereka dapat menjalankan Peranan
dan Fungsi lembaga secara efektif. Hak-hak anggota DPRD dapat dikategorikan
menjadi hak-hak yang bersifat internal, dalam arti hanya berlaku ke dalam
lembaga DPRD, serta hak-hak yang bersifat eksternal.

a. Internal:
Mengajukan RAPERDA;

Pada prinsipnya setiap anggota DPRD, komisi, komisi gabungan atau
alat kelengkapan DPRD berhak mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah, Tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
Dalam praktek justru Peraturan Tata Tertib cenderung mempersulit
pelaksanaan hak ini, dengan mensyaratkan keterlibatan lebih dari satu
orang atau lebih dari satu fraksi.

Mengajukan pertanyaan;
Menyampaikan usul dan pendapat;

Dalam praktek, hak mengajukan pertanyaan lebih sering digunakan
daripada hak menyampaikan usul dan pendapat. Sebab yang terakhir
memerlukan proses bernalar objektif, sementara yang sering muncul
dalam rapat-rapat DPRD adalah intrupsi-intrupsi berisi pertanyaan
yang terkadang tidak perlu.

Memilih dan dipilih;

Setiap anggota berhak memilih dan dipilih menjadi Pimpinan DPRD,
Pimpinan Komisi, dan alat-alat kelengkapan lainnya secara terbuka
dan demokratis.

. Membela diri;

Anggota DPRD yang dituduh melanggar Kode Etik harus diberikan
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kesempatan untuk membela diri di hadapan Badan Kehormatan,
sebelum sanksi atau tindakan-tindakan lain dijatuhkan terhadapnya.
Namun demikian, jika kesempatan membela diri itu telah diberikan,
tetapi anggota yang bersangkutan mengabaikannya, Badan
Kehormatan dapat mengambil keputusan.

Keuangan dan administratif; Setiap anggota DPRD berhak memperoleh
penghasilan dan tunjangan lainnya, sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah masing-masing.

b. Eksternal:

L)

Hak immunitas;

Setiap anggota DPRD memiliki hak Imunitas, dalam arti tidak dapat
dituntut secara hukum atas pernyataan dan tindakan yang diambif
dalam kapasitas sebagai anggota DPRD. Setiap ucapan, pernyataan,
pertanyaan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat
resmi DPRD tidak dapat dituntut secara hukum, namun hal itu tidak
melepaskannya dari "Kode Etik” yang ditetapkan dalam Peraturan
Tata Tertib, serta yang pernyataan bersifat mengumumkan rahasia
negara.

Hak Protokuler;

Setiapanggota DPRD memilikihak diperlakukan prosedurkhususdalam
pemeriksaan perkara yang melibatkan dirinya. Tindakan penyidikan
terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis
dari Gubernur (untuk anggota DPRD Kabupaten/ Kota) dan Mendagri
atas nama Presiden (untuk anggota DPRD Provinsi). Hak protokuler
itu tidak berlaku jika anggota DPRD tersebut tertangkap tangan, atau
tindak pidana korupsi, makar dan terorisme.

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 45 Undang-undang No.32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah, telah

merinci secara enumeratif kewajiban anggota DPRD. Jika dicermati kewajiban

tersebut dapat dikategorikan menjadi kewajiban yang bersifat subjektif dan




kewajiban objektif. Disebut kewajiban subyektif karena kriteria untuk mengukur
pemenuhan atas kewajiban tersebut sulit ditentukan, seperti :

a. Mengamalkan Pancasila;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah;

¢. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat;

e. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok,
dan golongan;

Terhadap pengabaian atau pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut
di atas tidak terdapat sanksi hukum, melainkan lebih bersifat sanksi politik
dan moral. Kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban subjkektif tersebut
sangat tergantung pada tingkat kesadaran dan budaya politik di daerah
bersangkutan.

Praktek di negara-negaramaju, seperti dilnggris, politisidan legislator lebih takut
pada pada sanksi sosial {political etic) ketimbang sanksi hukum. Pelanggaran
terhadap hukum masih terlindungi oleh asas “praduga tidak bersalah” dan
proses pembuktian di pengadilan sangat tergantung pada kemahiran penasehat
hukumnya, tetapi jika mereka melanggar moral politik, dapat dipastikan karier
politiknya tamat.

Sementara terhadap kewajiban-kewajiban objektif, terdapat mekanisme untuk

menegakkannya, seperti:

a. Menaati Peraturan Tata Tertib. Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD,
dapat ditegakkan oleh Badan Kehormatan DPRD ;

b. Menaati UUD 45 dan segala peraturan perundang-undangan;

¢. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan
NKRI; dapat ditegakkan melalui instrumen penegakan hukum yang ada.
(kepolisian, kejaksaan dan KPK)
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7. Instrumen Penunjang Peran dan Fungsi DPRD
Untuk menjalankan peran dan fungsinya tersebut DPRD memerlukan beberapa
instumen penunjang, seperti:

a. Adanya sarana dan prasarana berupa tempat untuk menyelenggarakan
pertemuan dan rapat-rapat, mulai dari yang sederhana sampai dengan
yang canggih sesuai dengan kemampuan daerah ;

b. Adanyaanggaranyang memungkinkan untuk pelaksanaan tugas,termasuk
akomodasi dan tranportasi untuk tugas-tugas luar;

¢. Adanya prosedur dan mekanisme kerja baik yang bersifat internal
(Paripurna, komisi, pansus, dan alat kelengkapan lain), maupun dalam

rangka bermitra dengan pemerintah daerah. Prosedur dan mekanisme ini
biasanya ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib

d. Adanya perencanaan kerja DPRD untuk satu tahun anggaran, yang
ditetapkan oleh Pimpinan DPRD ;

e. Adanya evaluasi kinerja (anggota) DPRD, yaitu perbandingan antara
rencana kerja dengan realisasi, serta kesebandingan dengan anggaran
yang digunakan.

8. Anggaran Belanja DPRD

Belanja DPRD merupakan salah satu Pos dalam APBD yang dipisahkan khusus
untuk DPRD, yang meliputi:

a. Belanja Pimpinan & Anggota;
1) Penghasilan
2) Tunjangan kesejahteraan
3) Uang jasa pengabdian
Standar besaran komponen beianja tersebut di atas ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah.Keputusan Kepala daerah itu harus berpedoman
pada:

1) Peraturan perundang-undangan
2) Kepatutan/kepantasan

3) Kemampuan keuangan daerah
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Belanja Penunjang Pimpinan

Belanja penunjang Pimpinan disusun berdasarkan Rencana Kerja yang
ditetapkan Pimpinan DPRD. Konsekuensinya, tanpa adanya Rencana Kerja
maka tidak ada Belanja Penunjang Pimpinan. Dari uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa undang-undang telah mengatur sedemikian rupa
kemandirian DPRD untuk mengelcla anggaran belanjanya.

Hal yang perlu dicatat bahwa APBD harus diperioritaskan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, seperti pelayanan
dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Hal lain bahwa dengan anggaran belanja yang mandiri, DPRD harus
bertanggungjawab soal penggunaannya sesuai dengan mekanisme yang
berlaku. Sejalan dengan asas akuntabilitas, maka penggunaan uang rakyat
harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat secara transparan.

Pertanggungjawaban tersebut berupa pertanggungjawaban:
0 Secara politik dengan kinerja (anggota) DPRD yang optimal;

Secara hukum harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme
keuangan daerah;

Secara moral dengan sikap, perilaku dan gaya hidup anggota DPRD
(livestyle)
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KONSEP PERWAKILAN RAKY/



BABI
KONSEP PERWAKILAN RAKYAT

1.1. Konsep Perwakilan Politik Modern

Mengutip Alfred de Grazia, Arbi Sanit” memberi definisi ihwal perwakilan sebagai
hubungan di antara dua pihak, yaitu wakil dengan yang diwakili, di mana wakil
memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan
dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan yang diwakilinya. Sejauh mana
para wakil tersebut mengemban aspirasi dan kepentingan politik yang diwakili
merupakan pertanyaan pokok guna mencapai ideal perwakilan yang sesungguhnya.
Tanggung jawab politik bermain ketika elite wakil yang menduduki posisi tertentu
berkemampuan untuk menata perilaku dan pilihan kebijakannya sesuai dengan
tuntutan unsur-unsur kepentingan yang luas dalam masyarakat.?

Pendefinisian memang merupakan satu tujuan dari berbagai studi perwakilan politik.*
Untuktujuan itu perlu dibangun pemahamankomprehensifkonsep perwakilan politik
yang menjadi cerminan kontrak sosial masyarakat. Sejauh ini, studi demokrasi masih
menempati urutan ideal guna mencapai standar pemahaman tentang hubungan
antara wakil dan yang diwakili dalam perspektif perwakilan politik modern.

Pertama, prinsip demokrasilangsung yang diterapkan dalam sistem politik masyarakat
klasik Yunani jelas tidak relevan lagi. Hal itu ditenggarai alasan kemustahilan untuk
kriteria pokok dalam demokrasi langsung in se,antara 1ain:;jumlah warga Negara harus
kecil, pemilikan dan kemakmuran harus dibagi secara merata, adanya homogenitas
masyarakat, dan bahwa mereka yang melaksanakan undang-undang tidak boleh
bertindak sendiri di luar kemauan rakyat yang membuat ketentuan undang-undang
lewat kontrak politik permulaan.* Menyadari segenap kendala praktis ini, Rouseau
dalam bukunya The Social Contract {(1762), menegaskan realisme-pesimistiknya ihwal
demokrasi langsung:

1 Arbi Sanit, Perwakifan Politik di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, him. %

Tingkah laku politik dimaksudkan sebagai tindakan pribadi para wakil yang disesuaikan dengan
kepentingan yang diwakili. Satu ukuran tanggung jawab politik disini adalah kemampuan sang
wakil terpilih untuk mengemban fungsi dan perannya. Bandingkan Carlton Clymer Rodee, et al,
Introduction to Political Science,{edisi terjemahan), Rajawali Pers, Jakarta 2000, him. 244,

3 Sanit, op.cit.him. 3-4.

4  Rodee, op.cit.p. 99
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“Apabila kita menggunakan istilah dalam pengertian yang ketat, tidak pernah ada
demokrasiyang sesungguhnya,dan tidak pernah akan ada.Bertentangan dengan aturan
alamiah jika lebih banyak orang yang memerintah daripada yang diperintah. Tak dapat
dibayangkan jika rakyat harus bersidang terus-menerus untuk memikirkan masalah-
masalah Negara dan jelas bahwa mereka tidak mungkin membentuk komisi-komisi
untuk maksud tersebut tanpa mengubah cara pengaturannya. Dalam kenyataaannya,
secqra meyakinkan, saya dapat menganggapnya sebagai asas bahwa bilamana fungsi
pemerintahan dibagi atas beberapa bagian, bagian yang kecil cepat atau lambat pasti
memperoleh otoritas terbesar, hanya bila mereka mampu mempercepat proses ke arah
itu, dan dengan itu kekuasaan bisa diraih dengan sendirinya...”

Kedua, prinsip pemilihan para wakil yang bebas dalam kerangka peningkatan
kualitas demokrasi. Sebagus apa pun sebuah sistem pemerintahan dirancang, ia tak
bisa dianggap demockratis kecuali para pejabat pemerintahan itu dipilih secara bebas
oleh rakyat. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinya tetap
sama untuk semua masyarakat demokratis: akses bagi semua warga Negara yang
memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perlindungan bagi setiap individu
terhadap pengaruh-pengaruh luar yang tak diinginkan saat ia memberi suara, dan
penghitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.’

Ketiga, antisipasi terhadap kemungkinan munculnya kekuatan yang mengancam
cita-cita dan kehendak umum rakyat menghendaki adanya pemerintahan gabungan.
Dalam konstelasi politik modern, model pemisahan kekuasaan {eksekutif, legislatif
dan yudikatif} memungkinkan adanya ikatan saling kontrol diantara ketiganya.
Dengan itu, setiap kecenderungan yang berkenaan dengan penggunaan salah satu
dari tiga kekuasaan ini tidak akan mengancam kebebasan rakyat. Konsekuensinya,
setiap kepentingan memerlukan perwakilan untuk menjagaketertiban umum.Makna
penting dari pola pemisahan, atau bahkan tumpang tindih di antara ketiga kekuasaan

5 Dalamimplementasi sistem politik dikemudian hari perspektif Rouseau ini menjadi alasan
bagi pengembangan konsep demokrasi perwakilan. Embrio dari kesadaran itu sebetuinya
sudah ada pada masa Yunani Kuno ketika mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa
demokrasi langsung tetap menghadapi tantangan ketika harus meghadapi ancaman luar
maupun perubahan sistem ekonomi masyarakat. Dengan demikian demokrasi perwakilan
dipikirkan sebagai pemerintahan oleh sedikit crang guna melayani kepentingan seluruh
masyarakat. Pernyataan Rouseau, merupakan requotation sebagaimana tertulis dalam.
1bid, pp,60-62.

6 Terlepas dari sifatnya yang rumit dan sulit, sistem ini lebih mudah diterima kalau
memahami hasilnya sebagai keputusan yang mengikat semua. Bandingkan, George Clack
(Ed..), Demokrasi, (edisi terjemahan)}, US Departement of State, New York, 2000, him.2.
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ini akan menghasilkan keseimbangan yang memadai secara kelembagaan. Di sini,
tiap-tiap cabang pemegang kekuasaan dapat mengimbangi kekuasaan cabang-
cabang lainnya.

1.2. Demokrasi, Desentralisasi, dan Perwakilan Politik

Bangkitnya kesadaran universa! tentang persamaan harkat dan martabat manusia
melahirkan pengakuan terhadap hak-hak individual. Dalam perspektif politik, hak-
hak individual itu tercermin lewat kebebasannya dalam menentukan pilihan. Suatu
sistem pemerintahan negara yang demokratis tidak terlepas dari implementasi dari
karakter universal hak-hak individual, yakni hak setiap warga negara untuk memilih.
Bilamana setiap individu diberi ruang bebas untuk memilih, maka dengan sadar
ia menyerahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus
kepentingannya sebagai warga kepada kekuasaan negara. Demikianlah tidak ada
kekuasaan yang mutlak dimiliki oleh lembaga-lembaga negara (eksekutif pun
legislatif) tanpa berpedoman kepada kehendak atau harapan para pemilihnya.
Demokrasi, desentralisasi dan representasi adalah tiga terminologi penting sebuah
sistem perwakilan politik yang ideal. Sistem yang demckratis selalu menyiratkan
pemerintahan perwakilan.

Dalam konteks ini demokrasi memang harus dipahami sebagai pengejawantahan
kedaulatan rakyat. Lembaga perwakilan dalam negara (legislatif) dan aspek
pendukung sistematiknya hanyalah “fasilitas” yang diberi mandat oleh masyarakat.
Sebagai penerima mandat, sudah menjadi keharusan bagi pengemban mandat untuk
memperjuangkan kepentingan umum, melalui mekanisme pembuatan produk-
produk legislasi yang selalu berpreferensi pada aspirasi dan tuntutan masyarakat.
Untuk mencapai kualitas tertentu maka seperangkat prinsip yang menjamin
pembuatan hukum yang demokrasi harus menjadi tiang-topang pembuatan hukum
atau kebijakan publik. Satu, kesepakatan di antara mereka yang diperintah; dua,
keterlibatan rakyat dalam semua tingkatan pembuatan undang-undang; tiga, akses
ke proses pembuatan undang-undang baik melalui pemungutan suara, pengajuan
petisi, atau pengajuan 